
 

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG

INDEKS AKTUALISASI PANCASILA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta
pandangan hidup bangsa Indonesia yang juga merupakan
falsafah negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,  harus  ditegakkan  dan  diamalkan  dalam berbagai
sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan
bernegara;

b. bahwa untuk memperoleh gambaran yang komprehensif
mengenai  penegakan  dan  pengamalan  Pancasila
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pembinaan
Ideologi  Pancasila  telah  melakukan  pengukuran
aktualisasi Pancasila tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indeks
Aktualisasi Pancasila Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi  Pancasila Nomor 1
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan
Ideologi  Pancasila  Tahun  2020-2024  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi  Pancasila Nomor 1
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan
Ideologi  Pancasila  Tahun  2020-2024  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 418);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi  Pancasila Nomor 5
Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan
Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (Berita  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2021  Nomor  938)  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Badan  Pembinaan  Ideologi
Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi  Pancasila Nomor 5
Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan
Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                               1 / 2                               1 / 2



2

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PEMBINAAN  IDEOLOGI

PANCASILA TENTANG  INDEKS  AKTUALISASI  PANCASILA
TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2022 sebesar
75,53 (tujuh puluh lima koma lima tiga), dengan rincian sebagai
berikut:
a. 76,06 (tujuh puluh enam koma nol enam) untuk indikator

sila kesatu;
b. 81,32 (delapan puluh satu koma tiga dua) untuk indikator

sila kedua;
c. 78,8 (tujuh puluh delapan koma delapan) untuk indikator

sila ketiga;
d. 74,47  (tujuh  puluh  empat  koma  empat  tujuh)  untuk

indikator sila keempat; dan
e. 66,98 (enam puluh enam koma sembilan delapan)  untuk

indikator sila kelima.
KEDUA : Indeks  Aktualisasi  Pancasila  Tahun  2022  sebagaimana

dimaksud  dalam  Diktum  KESATU  digunakan  sebagai
pertimbangan  dalam  menetapkan  strategi  dan  kebijakan
prioritas pembinaan ideologi Pancasila.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2024

KEPALA,

    ${ttd}

YUDIAN WAHYUDI
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